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Menimbeng

Mengingat

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERKIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAM RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

: a. bahwa pemeliharaan kesehatan bayi dilaksanakan dengan
memberikan air susu ibu eksklusif sebagai makanan yang
paling baik bagi bayi dan sangat penting untuk

: T
mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas,

dan berkualitas;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2012, Pemerintah Daerah
bertanggungjawab melaksanakan kebijakan nasional dalam

rangka program pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

O

pahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusii-

Pasai 13 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republil
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan  Dacrah-daeralh Swatantra  Tingkat !
Surnatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3143);



10.

11

12.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indnrnesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2609 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Irfdoncsia Tahun 2009 Nomor
144. Tambahan Lembaman Negara Republik Indonesia
5063); t |

Undang—Uﬁdang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentuken Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234;;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 529 13;
Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan
Menteri Kesehatan Nomor 48/Mcn.PP/XII/2008, Nemor
PER.27/MEN/XII/2008, dan Nomor 1177/Menkes/PB/XII

/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama



Menetapkan

Walktu Kerja Di Tempat Kerja;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2012

tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui
dan/atau Memerah Air Susu Ibu;

14. Peraturan Menteri Kesechatan Nomor 39 Tahun 2013
tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU
EKSKLUSIF

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

2
3
4.
)

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi

kelenjar payudara ibu.

Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut AS! Eksklusif adalah ASI

yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) buian,

tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau
minuman lain.

~

8.

Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.

Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke

atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

9. Inisi

lahir.

asi Menyusu Dini adalah bayi mulai menyusu sendiri segera setelah



10.

11.

12.

13.

14,

16.

17.

18.

19.

21,

22.

Kolostrum adalah Air Susu yang pertama kali keluar bewarna kekuning-
kuningan yang kaya akan zat gizi.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative vang dilakukan oleh

Pemerintah, Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka,
bergerak atau tetap dimana tenaga kerja beierja, atau yang sering

dimasuki tenaga keija untuk keperlusn suatu usaha dan dimana terdapat
sumber atau sumber-sumber bahaya.

Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin
langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.

Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh

Pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan
masyarakat.

Penyelenggara Tempat Sarana Umuin adalah penanggung jewal tempat
sarana umum,

Fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI yang selanjutnya
disebut Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapai dengan prasarana
menyusvi dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi,
memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.
Indikasi Medis adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu
yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Ekslklusif;

Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan
sebagai pcnggenti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
Konsclor Menyusui adalah tenaga terlatih, baik tenaga kesehatan atau
bukan tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat pelatihan konseling
menyusui.

Promosi susu formula adalah segala bentuk kégiatan dalam upaya

memperkenalkan dan menyebarluaskan atau menjual produk.

Waktu menyusui adalah waktu diberikan kepada ibu pekerja untuk

memberikan Air Susu Ibu Eksklusif memerabh dan mmom e A QT



Pasal 2
Pengaturan Pemberian ASI Eksklusif berasaskan:
a. perikemanusiaan;
b. perikeadilan;
¢c. manfaat;
d. perlindungan;
e. kepentingan terbaik bagi anak;

f. perghormatan terhadap hak asasi manusia; dan

g. non diskriminatif;

Pasal 3

Pengaturan Pemberian ASI Eksklusif bertujuan sebagai berikut:

a. menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak
dilahirkan saxﬁpai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan
pertumbuhan dan perkembangannya;

b. menjamin perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif
kepada bayinya; dan

&

meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, badan usaha
dan pemerintah daerah terhadap pemberian AST Eksklusif.

Pasal 4
Ruang lingixup pengaturan pemberian ASI Eksklusif, meliputi :
a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b. Air Susu Ibu Eksklusif:
c. Inisiasi Menyusu Dini dan Kolostrum;
d. penggunaan Susu Formula Bayi dan produk bay lainnya;
e. informasi dan edukasi; dan

f.  peran serta masyarakat.

BAB II
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5
Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam program pemberian ASI Eksklusif
mcliputi:

a. melal:sanalkan kehiialrarn racimmel dedoes oo 4o .



0@

a.

melak.anakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;
memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;

menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
dan Tempat Sarana Umum lainnya;

membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawas! pelaksanaan dan
pencapaian program pemberian ASI Eksklusif Jdi Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, Tempat Sarana

Umum, dan kegiatan di masyarakat;

menyelenggarakan, memanfaatkan, dan memantau penelitian  dan

pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung
perumusan kebijakan;

mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atss
penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif.

BAB 1II
AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
Pasal 6
Setiap Bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif.

ibu barus memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi sejak melahirkan

sampai dengan Bayi berusia 6 (enam) bulan.

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan terhadap :

a.

b.

e

adanyes indikasi medis;
ibu tidak ada; atau
ibu terpisah dari Bayi.

Pasal &

(1) Indikasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan

dalam hal :
a. Bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus;
b. Bayi yang inembutuhkan makanan lain selain ASI dengan jangka walktu

terrentu;

. kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena

harus mendapatkan pengobatan sesuai dencan standar nelavanan



d. kondisi mcdis ibu dengan HbsAg (+), dalam hal Bayi belum diberikan

vaksinasi hepatitis yang pasif dan aktif dalam 12 (dua belas) jam; dan

keadaan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

(2)Penentuan adanya Indikasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilakukan oleh dokter.

(3) Dalam hal di dacrah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan édanya

Indikasi Medis dapat dilakukan oleh bidan ateu perawat sesvai dengan

ketentuan neraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Indikasi Medis pada Bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, merupakan

lcelainan metabolisme bawaan (inborn errors metabolism).

(2)Kelainan metabolisme bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melipusi:

a. Bayi dengan galaktosemia -kiasik memerlukan formula khusus bebas
galaktosa;

b. Bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple (maple syrup urine
disease), memerlukan formula khusus bebas ieusin, isoleusin. dan valin:

c. Bayl dengan fenilketonuria, memerlukan formula

fenilalanin; dan/atau

Yhusus  bebas

d. kelainan metabolisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu

pengctahuan dan teknoiogi.

(3) Bayi dengan fenilketonuria sebagaimana dimaxsud pada ayat (2) huruf c

masih dapat diberikan ASI dengan perhitungan dan pengawasan dokter
spesialis anak yang kompcten.
Pasal 10

Indikasi Medis pada Bayi dengan kebutuhan makanan selain ASI dalam

Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b,
dengan kriteria antara lain :

a. Bayl lahir dengan berat badan kurang dari 1500 (seribu lima ratus) grarm

atau Bayi lahir dengan berat badan sangat rendah;

b. Bayi lahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan vang
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c. Bayi baru lahir yang 1 erisiko hipoglikemia berdasarkan gangguan adaptasi

metabolisme atau peningkatan kebutuhan glukosa seperti pada Bayi

prematur, kecil untuk umur kehamilan atau yang mengalami stress

iskemik/intrapartum hipoksia yang signifikan, Bayi yang sakit dan Bayi
yang memiliki ibu pengidap diabetes, jika gula darahnya gagal merespon

pemberian ASI baik secara Jangsung maupun tidak langsung.

Pasal 11

Kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus

mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan medis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terbagi atas:

a. ibu yang dapat aibenarkan menghentikan menyusui secara permanen; dan

b. ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui sementara walktu.

Pasal 12

(1) Kondisi medis ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui secara

permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a jika ibu

terinfeks1 Human Immunodeficiency Virus (HIV).
{2) Tbu dengan infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan informasi tentang kemungkinan

memberikan Susa Formula Bayi.

{3) Penggunaan Susu Formuia Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus memenuhi syarat AFASS, meliputi dapat diterima (acceptable), layak

lfeasible), tcrjangkau (affordable), berkelanjutan (sustainsble) dan aman
(safe).
(4) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

jika Bayi diketahui positif terinfeksi Ifuman Immunodeficiency Virus (HIV)

atau ibu dan Bayi telah mendapatian pengobatan sesuai standar dan

secara teknologi ASI dinyatakan aman nntuk kepentingan Bayi sesual

dengan ketenfuan peraturan perundang-undangan.

Pacal 13

Kondisi medis ibu yang dapat dibenarkan menyusui sementara waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

a. ibu yang menderita penyakit parah yang menghalangi seorang ibu merawat

bayinya, seperti sepsis/demam tinggi hingga tidak sadarkan diri;



b. ibu yang menderita infeksi Vi-us Herpes Simplex tipe 1 (HSV-1) dan HSV-2
di payudara;

c. ibu dalam pengobatan:

1) menggunakan obat psikoterapi jenis penenang, obat anti epilepsi dan
opioid;

2) radinaktif iodine 131;

3) penggunaan yodium atau yodofor topical; dan/atau

4) sitotoksik kemoterapi.

Pasal 14

Kondisi ibu tidak ada atau ibu terpisah dari Bayi sebagaimana dimaksud
dalam Pasel 7, meliputi:

a. ibu meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat;

b. ibu tidak diketahui keberadaannya; atau

c. ibu terpisah dari Bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya dimana

ibu terpisah dengan bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi
kewsjibannya atau anak tidak memperoleh haknya.

Pasal 15

(1) Dukungan pemberian ASI Eksklusif harus dilakukan oleh:

a. keluarga;

h. masvarakat;
c. badar usaha;dan

d. pemerintah daerah.

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan:
a. waktu menyusui; dan

b. Ruang ASL.

Pasal 1€

Ibu pekerja berhak mempeioleh fasilitas waktu untuk memberi ASI Eksklusif.

Pasal 17

(1) Pengurus Temapat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus
memberikan dukungan program ASI Eksklusif melalui:

a. penyediaan Ruang ASI;



(3

(4

(2)
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b. pemberian kesempatan kepada .bu yang bekerja untuk memberikan ASI
Eksklusif kepada Bayi atau memerah ASI di tempat kerja paling sedikit
2 (dua) kali selama jam kerja sampai bayi berusia 6 (enam) bulan; dan

C. pembuatan peraturan internal yang mendukung program pemberian ASI
Eksklusif.

Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a barus memenuhi
standar dan persyaratan kesehatan

sesual peraturan perundang-
undangan.

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. perusahaan;

b. perkanforan milik pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta; dan
c. lembaga pendidikan.

Tempat Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
b. hotel dan penginapan;

tempat rekreasi;

o o

. terminal angkutan darat;

g

pelabuhan laut;
bandar udara;

. stasiun kereta api;

o

. pucat-pusat perbelanjaan;

ks

geduang olahuaga;
j. lokasi penampungan pengungsi; dan

k. temipat sarana umum lainnya.

BAB IV
INISIASTI MENYUSU DINI DAN KOLOSTRUM
Pasal 18

Tenaga Keschafan dan Penyelenggara Fasilitas Pelavanan Kesehatan wajib
melaicuxan Inisiasi Menyusu Dini terhadap Bayi yang baru lahir kepada
ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.

Inisiasi Menyusu Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan cara meletakkan Bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu
sehingga kulit Bayi melekat pada kulit ibu.



(1)

1)

(2)

(2

(1)
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Pasal 19
Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib
menempatkan ibu dan Bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung
kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.

Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat

gabung sebagaimana
dimaksud pada ayat (

1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat
memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi.

Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus

membantu ibu melakukan pemberian kolostrum pada Bayi.

BAB V
PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUX BAYI LAINNYA
Pasal 20

Dalam hal pemberian AS] Ekskiusif tidak dimungkinkan berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dima

ksud dalam Pasal 7, Bayi dapat diberikan
Susu Formula Bayi,

(1), Tenaga Kesehatan harus memberikan peragaan dan penjel.
penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi ke

Keluarga yang memerlukan Susu Formula Bayi.

Pasal 21
Setap Tenuaga Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi

dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat prograr

pemberiun AST Eksizlusif kecuali dal

dimaksud daiam Pasal 20 ayat (1).

am hal diperuntukkan sebagaimana

Setiap Tenaga Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan

Susu Formula Bayi dan /atau produk bayi laininya yaug aapat mengl
prograin pemberian AS] Eksklusii

;amibat

- Pasal 22
Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang inemberikan Susu
Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat
program pemberiaa ASI Eksklusif kepada ibu Bayi dan/atau keluarganya,

kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 20
ayat (1),



2.

(2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dila. ang menerima dan/atau
mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang
dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

(3) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menyediakan
pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen

atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.

Pasal 23
Produser. atau distributor Susu Fonnrula Bayi dan/atau produk bayi lainnya

dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI
Eksklusif berupa:

a. pemberian contoh produk Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya

secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara Fasilitas

Pelayanan Kesehaian, Tenaga Kesehatan, ibu hamil atau ibu yang baru
melahirkan;

- penawaran atau penjualan iangsung Susu Formula Bayi ke rumah-rumah;

. pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk
apapun atas pembelian Susu Formula Bayi sebagai daya tarik dari penjual;

. penggurnaan Tenaga Keschatan untuk miemberikan infcrmasi tentang Susu
P &

Formula Bayi kepada masyarakat; dan/atau

pengiklanen Susu Fuimiula Bayi yang dimuat delam media massa, baik

cetak maupun elektfrouik, dan media luar ruang.

Pasai 24

(1) Setiap Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, crganisasi profesi di bidang
kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau
bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau
produk bayi lainnya yang dapat menghambat kebeljhasi[an program

pemberian ASI Eksklusif.

(2) Bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diterima hanya untuk tujuan membiayai

kegiatan pelatihan, penelitian dan pengerubangan, pertemuan ilmiah,

dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.



-13-

Pasal 25
Pemberian bantuan untuk biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan,

pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
a. secara terbuka;

b. tidak bersifat mengikat:

¢. hanya melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penvelenggara satuan
pendidika.. kesehatan, dan/atau organisasi profesi di bidang kesehatan;
dan

d.

tidak menampilkan logo dan nama produk Susu Formula Bayi dan/atau

produk bayi lainnya pada saat dan selama kegiatan berlangsung yang dapat
meunghambat program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 26

(1) Tenaga Kesehatan yang menerima -bantuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada atasannya
bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat

keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

{2)Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang meneiima bantuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) wajib memberikan

pernyataan tertulis kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan banwa

bantuan tersebut tidak n.cngikat dan tidak menghambat keberhasiian
program pemberia.. ASI Eksklusif.

(3)Penyelenggara satuan pendidikan kesehatau yaneg menerima bantuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) wajib memberikan
pernyataan tertulis kepada Gubernur melaui Dinas Kesehatan bahwa

bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan
program pemberian ASI Eksiklusif.

(4)Pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan yang menerima bantuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) wajib memberikan
pernyetaan tertulis kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan bahwa
bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan

program pemberian ASI Eksklusif

Pasal 27

(1) Setiap produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi



Keseharan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, peayelenggara
satuan pendidikan kesehatan, dan organisasi profesi di bidang kesehatan
termasuk keluarganya yang dapat menghambat keberhasilan program

pemberian ASI Eksklusif, kecuali diberikan untuk tujuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

{2) Setiap produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi
lainnya yang melakukan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib memberikan laporan kepada Gubernur melalui Dinas
Kesehatan.

(3) Lapcran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. nama penerima dan pemberi bantuan;

b. tujuan diberikan bantuan;
c. jumlah dan jenis bantuan; dan

d. jangka waktu pemberian bantuan.

Pasal 28

(1) Setiap pemberian Susu Formula Bayi dan produk bayi lainnya pada situasi
darurat dan/atau bencana harus melalui dinas kesehatan kabupaten/kota
setempat dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman pemberian makanan

Bayi dan anak pada situasi darurat yang ditetapkan oleli Menteri
Kesechatan.

(2) Dinas keschatan kabupaten/kota setempat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berkoordinasi srcara berjenjang dengan Kementerian Kesehatan
melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 29

Dalam situasi darurat dan/atau bencana, setiap produsen Susu Formula Bayi

dan produk bayi lainnya dilarang :

a. memberikan Susu Formula Bayi dan produk bayi lainnya secara langsung
kepada Rayi, ibu dan/atau keluarganya; atau

b. membujuk, meminta, dan memaksa ibu menyusui dan/atau pihak

keluargannya untuk menggunakan Susu Formula Bayi dan produk bayi
lainnya.

Pasal 30

(1) Pemberian Susu Formula Bayi pada situasi darurat dan/atau bencana

hanya ditujukan untuk memenuhi gizi Bayi dan kepentingan sosial.
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(2) Pemberian Susu Formula Bayi pada situasi darurat dan/atau bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar dan

persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberian Susu Formula Bayi pada situasi darurat dan/atau bencana

dapat c¢ilakulzan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau Konselor Menyusui.

BAB VI
INFORMASI DAN EDUKASI
Pasal 31

(1) Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal,
Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib
memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau
anggota Keluarga dari Bayi sejak pemeriksaan kehamilan sampal dengan
periode pemberian ASI Eksklusif selesai.

{2) Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit mengenai :

a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;

b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;

c. akibat negatif dari pembcrian makanan botol secara parsial terhadap
pemberian ASI; dan

d. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.

(3) Pemberiun informasi dan edukasi ASI Eksklusif seragaiinana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling
dan pendampingan.

(4) Pemberian infcrmasi dan edukast AST Eksklusif sebagaimana dimalksud
pada avat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.

(5) Setiap Tenaga Kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya wajib memberikan
informasi dan bimbingan kepada masvarakat, teritama semua ibu yang

baru melahirkan, ibu hamil, calon pengantin dan remaja putri tentang

manfaat ASI Eksklusif dan cara meunyusui yang baik serta tidak

memberikan makanan tambahan apapun, termasuk Susu Formula Bayi

kecuali atas indikasi yang ditentukan oleh dokter.
(6) Penyeclenggaia Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan
tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan informasi dan edukasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Sepuluh Langkah

Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) yang meliputi :

a. membuat kebijakan tertulis tentang kebijakan peningkatan pemberian

A;T‘ QTIQ'I] ”Tl‘l fDD_AQT\ A Ve mTed A‘“{hh’ﬂlﬂ”{aq“{gh j P NG i g P



s

(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

(1) Gubernuar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

program pembcrian ASI Eksklusif dan Pelaksanaan Penggunaan Susu

Formula Bayi dan produk bayi lainnya.

(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian

ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan uniuk :

a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan,
Fasiiitas Pelayanan Kesehatan, dan satuan pendidikan kesehatan dalam
mendukung keberhasilan program pemberian AST Eksklusif;

b. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga dan masyarakat untuk
keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan

c. meningkatkan peran dan dukungan pengurus Tempat Kerja dan
peny:lenggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian
AS] Eksklusif.

(3) Pemnbinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Susu

Formula Bavi dan produk bayi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dituiukan :

a. agar penggunaan Susu ormula Bayi dan produk bayi lainnya tidak
menghambat program pemberian ASI Ekskiasif.

untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, fasilitas

pelavanan kesehatan, dan Tenaga Kesehatan bahwa Susu Formula Bayi

hanya diberikan dalam keadaan tertentu; dan

agar fasilitas pelayanan kesehatan dan Tenaga Kesehatan dalam

nemberian Susu Formula Bayi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimeksud pada

ayat (1)
dilaksanaan melalui :

a. advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif;

b. pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga keschatar dan ienaga
terlatih /Konselor Menyusui; dan/atau

c. monitoring dan evaluasi.
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BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 34

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20
ayat (), Pasai 21, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) atau Pasal 31 ayat (1)
dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanks: administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran lisan; dan/atau
b. teguran tertulis.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernui-.

Pasal 35
(1) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatarn vyang tidak
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) , Pasai 24 ayat (1),
Pasal 26 avat (2} atan Pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi administratif .
(2) Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bempé:
a. teguran lisan; dan/atau
b. teguran tertulis.
(3) Ketentuan lebik lanjut mengenai sanksi administratif sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gu“ernur.

Pasal 36

(1)Setiap produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi
lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23  atau Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi
administiatif.

(2)Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. teguran lisan; dan/atau

b. teguran tertulis.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatu dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

(1)Setiap penyelenggara satuan pendidikan kesehatan  dan peneurus
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau Pasal 26 ayat (3) dan
ayat (4) dikenakan sanksi administratif .

(2) Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. teguran lisan; dan/atau
b. teguran tertulis.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PERALTHAN
Pasal 38
Pada saat Peraturan Daerali ini mulai berlaku, Pengurus Tempat Kerja

dan/atau Penyelenggara Tempat Sarana Umum, wajib menyesuaikan dengan

ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 isatu) tahun.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
" Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanegan Peraiuran

Daerah ini dengan penempatannya dalam Iembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2014
,/GUBFRNUR SUMATERA BARAT,
iy
oy = 3 \ ’J’ o

5 RM\AYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2014
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